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KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 133 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TERHADAP JAKARTA PASCA IBU KOTA NEGARA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan kesepakatan Rapat Badan Musyawarah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta tanggal 11 Mei 2022 telah membahas dan
memberikan persetujuan terhadap usulan pembentukan
tiga Pansus, diantaranya adalah Pansus DPRD Provinsi DKI
Jakarta terhadap Jakarta Pasca terbentuknya Ibukota
Negara Baru yaitu Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, maka
perlu dibahas secara mendalam oleh Panitia Khusus Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

b. bahwa sesuai dengan surat Fraksi Partai Gerindra DPRD
Provinsi DKI Jakarta yang ditujukan kepada Yth, Ketua
DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 40/SP/F.GRD/VII/2022
tanggal 18 Juli 2022 hal perubahan Anggota fraksi untuk
duduk dalam Pansus Provinsi DKI Jakarta;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan
huruf b, dipandang perlu menetapkan perubahan Panitia
Khusus Jakarta Pasca terbentuknya Ibu Kota Negara (IKN)
Nusantara dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara



Memperhatikan

Menetapkan

it

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679) ;

. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6766);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

_ Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20035);

_ Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020

tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 12007).

Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F. Gerindra)
Nomor: 40/SP/F.GRD/VII/2022, tanggal 18 Juli 2022;
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Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta terhadap Jakarta Pasca Ibu Kota Negara Nusantara
adalah sebagai berikut :

1. Pantas Nainggolan, SH, MM - Ketua Pansus;

2. H. Jamaluddin Lamanda, SH, MM - Wakil Ketua Pansus;
3. Hj. Ida Mahmudah - Anggota;

4. Merry Hotma, SH - Anggota;

5. Dwi Rio Sambodo, SE, MM - Anggota;

6. Hj. Indrawati Dewi - Anggota;

7. Steven Setiabudi Musa - Anggota,;

8. Ir. Wahyu Dewanto, SH., MH - Anggota;

9. Esti Arimi Putri - Anggota;

10. H. Purwanto, SH - Anggota,

11. Syarifudin - Anggota;

12. Thopaz Nugraha Syamsul - Anggota;

13. Drs. H. Nasrullah, ME - Anggota;

14. Drs. H. Taufik Zulkifli, MM - Anggota;

15. Ir. Abdul Azis, S.51 - Anggota;

16. H. Muhayar RM - Anggota;

17. H. Misan Samsuri, SE, MM - Anggota,;

18. Wita Susilowati, S.I.Kom, M.Kom - Anggota;

19. Oman R. Rakinda, S.IP, M.Si1 - Anggota;

20. Farazandi Fidinansyah, SE, M.Sc - Anggota;

21. Idris Ahmad, S.K.M - Anggota,;

22. William Aditya Sarana, SH - Anggota;

23. Nova Harivan Paloh, SE, MM - Anggota;

24. Abdul Azis Muslim, SH - Anggota;

25. Jamaludin - Anggota;

26. Firmansyah - Sekretaris bukan

anggota

Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU :

1. Menyiapkan jadwal kerja dan rencana kegiatan Panitia

Khusus Jakarta Pasca Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara;

Melakukan pembahasan, mengkaji dan mendalami mengenai
masalah Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta pasca
terbentuknya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi
Kalimantan Timur;

Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja dengan
stakeholder dan Instansi terkait;

Melaporkan hasil pembahasan kepada Pimpinan DPRD
Provinsi DKI Jakarta.

: Pelaksanaan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud
diktum KESATU paling lama 6 (enam) bulan.
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
ada tanggal 9 Agustus 2022

DEW

RASETIO EDI MARSUDI, SH

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Para Ketua Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta.



